
BUPATI GROBOGAN, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalarn Pasal 142 ayat (1) dan 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 

201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah 

ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan 

kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
ditetapkan; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati 

Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 maka 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2023 harus segera ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2023; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NO MOR ; ? TAHUN 2022 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten.tang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten.tang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten.tang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

Mengingat 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 

Pembangunan J angka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan J angka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah. Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2008 

Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tah.un 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tah.un 2019 

Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Seri E Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah. Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah. Kabupaten Grobogan Nomor 

8); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat Renja PD Tahun 

2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, 

yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023. 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2023 (Betita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 

2022 Nomor 27); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR .... 35" .... 

MOHAMAD SUMARSONO 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal \ A gus~s sos»: 

~ 
K 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 1 AjusW> ,,,,.,._ 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Uraian Renja PD Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

Renja PD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAE RAH 
BAB V : PENUTUP 

BAB II 
SISTEMATIKA RENJA PD TAHUN 2023 

Pasal 2 


